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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Denda Dalam Akad Sewa Rumah Indekos Di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan 
masalah. Pertama, bagaimana praktik penerapan denda dalam akad sewa rumah 
indekos di dukun pandugo kecamatan rungkut Surabaya? Kedua, bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan denda dalam akad sewa rumah 
indekos di dukun pandugo kecamatan rungkut Surabaya?  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui 
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif 
dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menggambarkan kejadian atau 
fenomena sesuai yang terjadi di lapangan, dengan kata-kata dari penulis atau 
lisan dari orang-orang, Kemudian ketentuan tersebut dapat disimpulkan dengan 
teori hukum Islam tentang Ija>rah 
Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya denda yang tidak  
dijelaskan terlebih dahulu oleh pemilik sewa kepada si penyewa tentang adanya 
pengambilan denda ketika terlambat membayar biaya sewa.   
Akad Sewa Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut 
Surabaya ini di harapkan lebih memperjelas perjanjian serta kontrak pada (akad) 
sewa menyewa rumah indekos tersebut yang harus disepakati antar kedua belah 
pihak agar tidak adanya suatu kejadian di kemudian hari yang membuat salah 
satu pihak merasa terpaksa dan dirugikan, serta perjanjian (akad) tersebut 
dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan masing-masing pihak dapat 
menanggung konsekuensi duniawi dan ukhrawi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya 
bantuan dari orang laindan sudah menjadi kodratnya bahwa manusia selalu 
berhubungan satu sama lain untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhan hidupnya, dan manusia diciptakan oleh Allah swt dengan saling 
berinteraksi dan bekerja sama serta tolong menolong antar perorangan guna 
memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Manusia satu tidak 
mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan dari manusia lainnya, dan 
sudah menjadi ketentuan Allah swt bahwa manusia tidak mungkin mampu 
memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 
Tujuan dari itu semua adalah demi terciptanya hubungan yang harmonis 
antar sesama manusia, dengan cara demikian kehidupan manusia jadi teratur 
dan makmur danjuga mempererat satu sama lain1. 
Allah swt, berfirman: 
اي   َٰٓ نُوا ََٰٰٓٓلَِّذين َٰٓٱَٰٓأ يُّه  ام  ع   ََٰٰٓٓتُِحلُّوا ََٰٰٓٓل ََٰٰٓٓء  َِٰٓٱَٰٓئِر َٰٓش  ل ََّٰٰٓٓللَّ ام َٰٓٱَٰٓلشَّْهر َٰٓٱَٰٓو  ر  ل ََْٰٰٓٓلح  ْدى َٰٓٱَٰٓو  ل ََْٰٰٓٓله  َٰٓٱَٰٓو 
ل  ََٰٰٓٓئِد َْٰٓلق ل    ا ََٰٰٓٓو  يء  َْٰٓلب ْيت َٰٓٱَٰٓن َٰٓم ِ
ام َٰٓٱ ر  نَٰٓف ْضًلََٰٰٓٓي ْبت غُون ََْٰٰٓٓلح  ب ِِهمََْٰٰٓٓم ِ ِرْضو  ََٰٰٓٓرَّ ِإذ آََٰٰٓۚنًاو  ل ْلتُمََْٰٰٓٓو  َٰٓٱف ََٰٰٓٓح 
اُدوا  ل َََْٰٰٰٓٓٓۚصط  نَُّكمََْٰٰٓٓو  نـ  ََٰٰٓٓي ْجِرم  نَْٰٓوم َٰٓق ََٰٰٓٓانَُٰٓش 
َٰٓأ 
دُّوُكمَْٰٓ ْسِجدَِٰٓٱَٰٓع نََِٰٰٓٓص  امَِٰٓٱَْٰٓلم  ر  نُوا َََٰٰٰٓٓٓۘت ْعت ُدوا ََٰٰٓٓأ نَْٰٓلح  ت ع او  ل ىَٰٓو  ى َٰٓٱو ََْٰٰٓٓلبِر َِٰٓٱَٰٓع  ل ََٰٰٓٓ َٰٓلتَّْقو  نُوا ََٰٰٓٓو  ثْمَِٰٓٱَٰٓع ل ىَٰٓت ع او  َْْٰٓلِ
ِديدََُّٰٰٓٓللَّ َٰٓٱَٰٓإِنََََّٰٰٰٓٓٓ ّللَّ َٰٓٱَٰٓتَّقُوا َٰٓٱو َََٰٰٰٓٓٓۚنَِْٰٓلعُْدو  َٰٓٱو َٰٓ ْلِعق ابَِٰٓٱَٰٓش   
                                                          
1Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
Press, 2014), 6. 
 


































Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwah, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, sesungguhya Allah amat berat 
siksa-Nya.”(QS. Al- Maidah (5) ayat 2)2 
 Dalam ayat tersebut Allah swt dengan jelas memerintahkan manusia 
untuk saling berinteraksi dan diberi keleluasan dalam bermuamalah, 
bekerjasama, dan tolong menolong, dan diantara bentuk dari kerjasama itu 
seperti halnya sewa menyewa. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat 
jadi makmur dan teratur, serta menjaga ke eratan antar sesama, akan tetapi 
karena didalam kehidupan akan ada manusia yang mempunyai sifat yang 
melekat pada dirinya yaitu sifat tamak, yang tidak muda merasa puas dan 
masih mementingkan dirinya sendiri. Untuk itu agar hak masing-masing tidak 
sampai terjadi kemudharatan, dan peraturan dapat berjalan dengan lancar dan 
teratur. Maka agama Islam memberikan peraturan sebaik-baiknya, karena 
dengan teraturnya muamalah kehidupan manusia juga akan terjamin dengan 
baik. Muamalah adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah 
swt, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. 
Perkembangan serta bentuk kegunaan muamalah yang dilakukan oleh 
manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan 
kebutuhan dan pengetahuan diri sendiri. Atas dasar itu, berbagai macam 
kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia, salah satu contoh bentuk 
kegiatan manusia itu adalah bermuamalah. Dan salah satu dari contoh 
bermuamalah adalah (Ijārah). Ijārah sediri menurut Idris Ahmad dalam 
                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 3 (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 
349. 
 


































bukunya Fiqh Syafi’I berartiupah-mengupah , sedangkan Kamaluddin A. 
Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq mendefinisikan 
sebagai sewa menyewa. Dari kedua pendapat tentang perbedaan terjemahan 
dari kata ijārah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sewa biasanya 
digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar 
(indekos) untuk tempat tinggal selama kuliah” sedangkan upah digunakan 
untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya 
(upahnya) satu kali dalam seminggu.3 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Ijārah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri4. Laju perkembangan 
perekonomian semakin cepat sejalan dengan laju informasi dan teknologi yang 
semakin maju. Kemajuan inilah yang jadi tantangan umat Islam agar tidak 
ketinggalan terhadap perkembangan tersebut tanpa meninggalkan 
keislamannya dalam arti kemajuan ini tentu haruslah dapat didukung ke 
imanan dan keilmuan. Karena dengan iman dan ilmu manusia bisa melewati 
hidup ini dengan selamat dunia dan akhirat. Adapun dasar hukum dari Ijārah 
terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah Saw. Dalam Al-Qur’an 
surat al- Baqarah ayat 233 Allah Swt berfirman:5 
                                                          
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113. 
4 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138. 
5 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Isla, 1895. 
 


































ََٰٰٓٓيُْرِضْعن ََٰٰٓٓتَُِٰٓلد  َْٰٓلو  َٰٓٱو َٰٓ
ُهنََّٰٓأ ْول   ْول ْينََِٰٰٓٓد  نَََْٰٰٰٓٓٓ ك اِمل ْينََِٰٰٓٓح  اد ََِٰٰٓٓلم  اع ة َٰٓٱَٰٓيُِتمَََّٰٰٓٓأ نَٰٓأ ر  ض  ع ل ىََٰٰٓٓۚلرَّ ْولُودَِٰٓٱَٰٓو  َٰٓقُُهنََِّٰٓرزَْٰٓۥَٰٓل هََُْٰٰٓٓلم 
تُُهنََّٰٓ ِكْسو  ْعُروفَِٰٓٱبََِٰٰٓٓو  آَٰإِلَََّٰٰٓٓن ْفس ََٰٰٓٓتُك لَّفََُٰٰٓٓل َََْٰٰٰٓٓٓۚلم  ا ََٰٰٓٓل َََُٰٰٰٓٓٓۚوْسع ه  َٰٓو  ََٰٰٓٓرََّٰٓتُض 
ة   ل ِده آَِٰلد  ل ََٰٰٓٓبِو  ْولُود ََٰٰٓٓو  ۦََٰٰٓۚٓل ِدَِٰٓبِو َٰٓۥَٰٓلَّهََُٰٰٓٓم 
ع ل ى اِرثَِٰٓٱَٰٓو  ََِٰٰٓٓمثْلََُْٰٰٓٓلو 
آَٰف إِنَََِْٰٰٰٓٓٓۗلك َٰٓذ   اد  الًََٰٰٓٓأ ر  ََٰٰٓٓع نَِٰٓفص  اض  آَٰت ر  ْنُهم  ت ش اُور ََٰٰٓٓم ِ آَُٰجن اح ََٰٰٓٓف ل ََٰٰٓٓو  ل ْيِهم  إِنَََْٰٰٰٓٓٓۗع  َٰٓو 
دتُّمَْٰٓ ََٰٰٓٓا َٰٓت ْست ْرِضعُو ََٰٰٓٓأ نَٰٓأ ر 
ُكمَْٰٓأ ْول   ل ْيُكمََُْٰٰٓٓجن اح ََٰٰٓٓف ل ََٰٰٓٓد  لَّْمتُمَٰٓإِذ آَٰع  ا ََٰٰٓٓس  ات ْيتُمَٰٓمَّ ْعُروفَِٰٓٱبََِٰٰٓٓء  َٰٓا َْٰٓعل ُمو َٰٓٱو ََّٰٰٓٓللَّ ََٰٰٓٓٱتَّقُوا َٰٓٱو َََْٰٰٰٓٓٓۗلم 
آَّٰللَّ َٰٓٱَٰٓأ نََّٰٓ لُون ََٰٰٓٓبِم  ب ِصير ََٰٰٓٓت ْعم   
َٰٓ
Artinya: … Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 
al-Baqarah: 233)6 
 
Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang 
dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab ayat 
tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-
menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai 
ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.7 
Hikmah disyariatkannya Ijārah sangatlah besar, di antaranya yaitu agar 
terjadi saling tukar manfaat (taba ̄dul al-mana ̄fi) di antara manusia. Karena, 
tiap orang memiliki barang atau keahlian yang berbeda-beda antara satu 
dengan yang lainnya. Tidak setiap orang memiliki rumah karena keterbatasan 
danauntuk membeli atau membangun sendiri misalnya.8 Pengertian di atas 
menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (Ijārah) adalah 
                                                          
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I, 343. 
7 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.,189. 
8 Ahmad Fathan Aniq, Filsafat Hukum Bisnis Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
144. 
 


































pengambilan manfaat suatu benda. Berkaitan dengan hal ini, benda yang 
berkaitan dengan objek sewa tidak berkurang sama sekali karena yang 
berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut. Contoh dari manfaat tersebut 
seperti rumah, kendaraan, tanah, perangkat elektronik, gedung dan lain 
sebagainya. 
Menurut Bahasa kata sewa menyewa berasal dari kata “Sewa” dan 
“Menyewa”, kata “Sewa” berarti Pemakaian sesuatu dengan membayar uang 
sewa. Sedang kata “Menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa. 
Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al- ijārah9. Sewa 
digunakan untuk benda seperti “seseorang menyewa kamar untuk tempat 
tinggal”. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para pemilik kos 
berhak mendapatkan upah dari hasil barang yang disewakan”. Seperti yang 
terjadi di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.  
Sewa rumah indekos merupakan salah satu dari banyaknya sewa 
menyewa, dimana di daerah Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut, yang 
letaknya dekat dengan kampus Universitas Dinamika (STIKOM) dan juga 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) serta jalan raya Ir. Soekarno yang 
mana banyaknya stand-stand, cafe, perusahaan dan lain sebagainya. Dengan 
banyaknya pegawainya mulai dari luar kota hingga luar pulau, mereka 
membutuhkan tempat tinggal selama mereka bekerja di sini yang mana 
masyarakat setempat memanfaatkannya dengan baik yaitu dengan 
menyewakan rumah. Namun pada awal proses transaksi ketidak jelasan akad 
                                                          
9 M. Ali Hasan ,  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada , 2003), 227 
 


































serta sighat seadanya. Seperti contoh proses akad serta sighat antara penyewa 
(musta’jir) dan pemberi sewa (al- ̕̕ājir). Penyewa (musta’jir) berkata “pak/bu, 
saya mau kos disini. Apakah masih ada tempat yang kosong?” lalu dijawab 
dengan pihak pemberi sewa (al- ̕ājir)” iya mbak/mas masih. Mau sewa berapa?” 
kemudian penyewa (musta’jir) “ untuk biaya perbulannya berapa?” dan 
dijawab oleh pemberi sewa (al- ̕ājir) “ satu bulannya 850 ribu” kemudia 
penyewa (musta’jir) menjawab” baik bu saya mau sewa satu kamar” pemberi 
sewa (al- ̕̕ājir) menjawab” baik mas”.  
Setelah penyewa (musta’jir) setuju dan memasuki kamar, pada suatu 
waktu pihak penyewa lalai dalam membayar sewa ada perjanjian bahwa siapa 
saja yang telat membayar sewa pada tanggal kesepakatan dan melebihi 
seminggu di denda 20 ribu, jika melebihi dua minggu didenda 40 ribu, jika 
tidak dapat membayar sewa pada tanggal kesepakatan akan dikenakan denda 
kelipatan 20 ribu dalam hitungan mingguan. Dimana para pihak penyewa 
masih merasa keberatan dengan penambahan denda yang diterapkan oleh 
pemilik, karena ketidakjelasannya biaya. 
Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, penulis bermaksud 
mengkaji tentang penerapan denda didalam akad sewa rumah indekos di 
Dukun Pandugo Kecamtan Rungkut Surabaya. Penulis mengkaji tentang 
pelaksanaan denda yang tidak ada kesepakatan di awal oleh pemilik sewa 
serta masih adanya pihak penyewa yang merasa dirugikan terhadap denda 
yangberlipat-lipat. 
 


































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi Masalah adalah menginfestaris persoalan atau masalah-
masalah yang terdapat dalam penelitian ini.10 
Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang tertera pada latar belakang 
di atas maka hal ini tentu banyak masalah-masalah yang perlu di 
identifikasi diantaranya sebagai berikut: 
a. Praktik akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya 
b. Perjanjian akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo 
Kecamatan Rungkut Surabaya 
c. Akad sewa rumah tanpa menyebut denda 
d. Praktik denda yang dilakukan pemilik tanpa menyebut nilai denda 
di awal kontrak 
Kiranya perlu penulis membatasi pembahasan mengenai masalah 
dalam penelitian ini agar penulisan ini lebih terarah pada ruang 
lingkupnya dan permasalahannya.  
a. Praktik penerapan denda dalam akad sewa rumah indekos di 
Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya 
b. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda 
dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya 
 
                                                          
10 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosisal dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29. 
 


































2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, agar permaslahan dalam 
pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
a. Bagaimana Pelaksanaan denda dalam akad sewa rumah indekos di 
Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya? 
b. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan denda 
dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya? 
C.  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian 
yang kita lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literature, atau 
literature review11 
Dalam penulisan awal sampai saat ini penulis belum menemukan 
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang penerapan akad 
sewa rumah indekos dalam tinjauan hukum Islam. Karena itu, penelitian ini 
bermaksud mengisi ruang kosong tersebut dengan judul “Analisis Hukum 
Islam terhadap Akad Sewa Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Surabaya.  
Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Abd Rohman Arief mahasiswa 
jurusan Muamalah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya pada tahun 
2009  yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.6 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar 
                                                          
11 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan (Jakarta: Prenadamedia, 
2016), 117. 
 


































(indekos) di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya” dalam penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa sewa menyewa indekos mahasiswa ini berada di wilayah 
dekat dengan kampus Iain Sunan Ampel Surabaya dengan banyaknya 
mahasiwa dari kota bahkan pulau lain yang memerlukan tempat tinggal 
selama masa perkuliahan berlangsung, dimana ketika liburan semester tiba 
pihak pemilik menerapkan biaya seperti mana bulan-bulan sebelumya. Pihak 
penyewa indekos diwajibkan untuk membayar indekos meskipun sedang 
tidak menempatinya atau waktu liburan semester. Para penyewa merasa 
dirugikan karena selama liburan semester tidak menempati dan tidak 
memakai fasilitasnya12 Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang 
penerapan biaya pada liburan semester yang diwajibkannya penyewa untuk 
membayar seperti kala sedang menempatinya, sedangkan penulis membahas 
mengenai penerapan denda yang berlipat-lipat tanpa adanya kesepakatan di 
awal antara pihak pemilik dan pihak penyewa. 
Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ari Rahmawati Mahasiswa jurusan 
Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 
2012 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha 
Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten 
Sidoarjo” dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya sekelompok 
orang yang melakukan praktek usaha yang dimiliki perorangan dan antara 
beberapa orang tetapi yang melakukan persewaan tetap satu orang. Dan 
                                                          
12 Abd Rohman Arief, “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.6 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (kost) di Jemurwonosari Wonocolo 
Surabaya” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2009) 
 


































didalam perjanjian tersebut tidak tertera dalam akte tertulis perjanjian hanya 
dilakukan secara lisan. Dan dalam melakukan persewaan ini pihak penyewa 
tidak menuliskan secara rinci berapa perolehan sewa selama satu bulan. 
Hingga pada pelaksanaanya pihak penyewa tidak ada kepastian dalam 
pembagian hasilnya kepada pemilik mobil.13 Sedangkan perbedaan pada 
penelitian ini tidak ditulis berapa pendapatan sewa menyewanya, dan waktu-
waktu pelaksanaanya tidak adanya kesepakatan pembagian hasil kepada si 
pemilik. Penelitian yang saya teliti yaitu adanya denda tanpa adanya 
perjanjian di awal dan adanya pihak yang merasa dirugikan. 
Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Dani Arisman Mahasiswa jurusan 
Ahwal Al- Syakhshiyyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 
2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa 
Pemondokan di Dusun Nglanjaran, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
pihak penyewa merasa dirugikan, karena adanya renovasi terhadap 
pemondokan yang mengharuskan pihak penyewa harus pindah terlebih dahulu 
meskipun kontrak sewanya masih ada dalam sebulan itu.14 Perbedaan skripsi 
ini yang membahas tentang adanya pihak yang merasa dirugikan karena masih 
adanya kontrak sewa tetapi harus pindah, dikarenakan pemondokan di 
renovasi. Penelitian yang saya lakukan membahas tentang adanya denda 
                                                          
13 Ari Rahmawati “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Usaha Persewaan Mobil di Dusun 
Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2012) 
14 Dani Arisman “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Pemondokan di Dusun 
Nglanjaran, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” 
(Skripsi- UII, Yogyakarta 2018) 
 


































berlipat-lipat tanpa adanya perjanjian diawal, dan tidak adanya kejelasan 
denda itu digunakan untuk apa. 
Dari tiga penelitian tersebut tidak ada yang memfokuskan tentang 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Akad Sewa 
Rumah indekos.” Penulis lebih memfokuskan kepada penerapan dnda itu 
sendiri dalam akad sewa rumah indekos. 
D. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 
1. Secara Teoretis 
a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
hukum mengambil denda sewa menyewa, khususnya dalam sewa 
rumah indekos bagi warga sekitar Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya dan dapat dijadikan bahan acuhan untuk 
melakukan penelitian selanjutnya. 
b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang akad 
sewa rumah indekos dalam Hukum Islam 
c. Untuk memahami dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 
akad sewa menyewa dan berharap diaplikasikan oleh warga Dukuh 
Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya dalam praktek sewa rumah 
indekos 
2. Secara Praktis 
a. Untuk memberikan informasi tentang praktek akad sewa rumah 
indekos bagi masyarakat Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut 
 


































Surabaya menurut Hukum Islam.Untuk mengetahui praktek sewa 
menyewa kos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya yang 
E. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk dijadikan bahan pedoman demi mengadakan transaksi lebih 
lanjut. 
2. Untuk mendeskripsikan prakik akad sewa rumah indekos bagi semua 
orang di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya 
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik penentuan 
besaran denda sewa rumah indekos tanpa ada rasa keterpaksaan di 
Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya 
F. Definisi Operasional 
 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dari 
penelitian ini, maka penulis akan memperjelas dan memperoleh gambaran 
konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Analisis :  Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan 
akan kebenarannya. Dalam hal ini pemecahan hukum 
Islam tentang pelaksanaan denda pada akad sewa 
rumah indekos 
2. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al – Qur’an, Hadits, dan 
Ijma para ulama yang berkaitan dengan Ija ҄rah dalam 
 


































bermuamalah, berupa tindakan pidana maupun perdata, 
masalah akad atau pengelolaan, dalam hukum Islam 
semuanya masuk dalam wilayah hukum15. Pada studi 
kasus ini, hukum Islam yang terkait adalah hukum 
tentang akad sewa rumah indekos. 
3. Denda : Hukuman yang berupa keharusan membayar uang. Dan 
dalam hal ini pemilik sewa memberi denda yang 
berkali-lipat sebesar 20.000 per minggu yang diberikan 
kepada pihak pemilik kepada pihak penyewa 
dikarenakan keterlambatan membayar membayar sewa.  
4. Sewa Menyewa : Akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) 
tanpa diikuti dengan dengan perpindahan kepemilikan 
atas benda yang dimanfaatkan16. Dalam hal ini akad 
sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya 
G. Metode Penelitian 
Sebagai penuntun penelitian ini, perlu diajukan sebuah paradigma yang 
digunakan dalam penelitian ini. Paradigma diartikan sebagai kumpulan 
longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau 
proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Paradigma 
penelitian diperlukan untuk menentukan cara dan arah pelaksanaan 
                                                          
15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 1. 
16 Andri Soemitra, Hukum Eonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis 
Kontemporer( Jakarta: Prenadamedia,2019), 116. 
 


































penelitian, sehingga terdapat konsistensi pemikiran, pembahasan dan 
pelaporannya.17 
Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis perlu 
menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut 
Surabaya dimana lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 
di daerah tersebut banyak tersedia tempat sewa menyewa. 
2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. 
Menurut Erikson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 
berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan 
yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap 
kehidupan mereka18. 
3. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini: 
a. Data tentang Latar Belakang terjadinya sewa menyewa kamar kos 
yang meliputi: 
1) Kondisi sosial ekonomi 
2) Kondisi sosial agama 
                                                          
17 Moh kasiram, Metodologi Penelitian (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 171. 
18 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 
17. 
 


































3) Kondisi sosial budaya 
b. Data tentang proses akad sewa menyewa kos yang meliputi: 
1) Subjek sewa menyewa yaitu : pemilik sewa dan penyewa 
2) Objek sewa menyewa yaitu  : Indekos 
3) Denda sewa menyewa 
4) Proses transaksi dan pembayaran sewa 
4. Sumber Data 
Subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field Research) yang memfokuskan diri pada kasus 
yang terjadi dilapangan (di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut 
Surabaya) adapun sumber- sumber dalam penelitian ini didapat dari 
berbagai sumber baik primer maupun skunder. 
a. Sumber Primer 
Data yang diperoleh langsung dari pihak yang diteliti baik dari 
pihak pemilik sewa maupun pihak yang menyewa. Seperti dengan 
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang 
berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa 
orang yang terkait dalam akad sewa rumah indekos, diantaranya: 
1) Sebagai Pemilik kos di Dusun Pandugo Surabaya yaitu: Ibu 
Fatimah, Ibu Kristian, Ibu Aisyah, Bapak Ghozin, Ibu sindy,  
2) Sebagai penyewa kos: Ibu Arina, Ibu Wina, Ibu Halimah, Ibu Evi, 
Ibu Ibu Endang 
b. Sumber Skunder 
 


































Sumber skunder merupakan sumber pelengkap yang penulis 
ambil untuk mendukung data-data primer berupa dokumen, buku, 
artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang sewa menyewa dan 
kitab fiqh dan wacana ekonomi Islam yaitu: 
1) Wahbah al- Zuhayli, Fiqh Islam Wa adillatuhu 
2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 
3) Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat 
4) Abu Azam Al Hadi., Fikih Muamalah Kontenporer 
5) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah 
6) Harun., Fiqh Muamalah 
7) Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah 
5. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling konkrit, 
strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Beberapa teknik pengumpulan data, antara lain 
sebagai berikut: 
a) Wawancara 
 Wawancara atau interview adalah mencakup cara yang 
dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu. 
Mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 
 


































seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 
orang itu19. 
b) Dokumentasi atau Studi Pustaka 
 Ialah Pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari 
literatute yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan cara 
mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini. 
6. Teknik Pengolahan Data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan,. Metode analisis 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
a) Metode Deskriptif    
 Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada. 
Salah satu metode penelitian deskriptif yang banyak digunakan pada 
penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Dengan 
demikian metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk 
melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu. 
Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan 
menguji teori, metode ini menitikberatkan pada observasi dan 
suasana alamiah20. Metode yang diawali dengan menggambarkan 
kenyataan yang ada dilapangan mengenai akad sewa menyewa (kos) 
di Dusun Pandugo Surabaya, kemudian diteliti dan dianalisis 
                                                          
19 Kontradiningrat, Metode-Metode Penelitian Mayarakat Edisi Ketiga (Jakarta: PT Gramedia 
Utama, 1993), 129. 
20 Ismail Nurudin dan Sri Hartanti, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Sahabat Cendekia), 
251. 
 


































sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan mengenai akad sewa menyewa (kos)  
b) Metode deduktif 
 Dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan 
menemukan masalah, membangun hipotesis meupun melakukan 
pengamatan dilapangan sampai dengan menguji data. Jenis penelitian 
ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai apa 
yang terjadi di lapangan, dimana data yang berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang.  
H.  Sistematika Pembahasan 
 Tujuan dari sistematika pmbahasan ini adalah untuk mempermudah 
dalam memahami penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, 
yang terdiri dari sub bab tentang akad sewa menyewa dalam hukum Islam, 
yaitu mengenai pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, 
rukun dan syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban sewa menyewa penyewa 
dan yang menyewakan, berakhirnya sewa menyewa, maupun masalah hal 
yang harus diperhatikan dalam sewa menyewa yang terdapat di Al-Qur’an 
dan Hadits. 
 


































 Bab ketiga, ini merupakan pembahasan penelitian tentang akad sewa 
rumah indekos di Dukuh Pandugo Surabaya dalam bab ini memuat tentang 
gambaran umum Dukuh Pandugo, struktur pemerintahan Dukuh Pandugo dan 
memuat tentang latar belakang proses terjadinya sewa menyewa kos. 
 Bab empat, setelah hasil riset diutarakan maka proses selanjutnya adalah 
melakukan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan 
data-data yang diperoleh pada akad sewa rumah indekos yang meliputi 
analisis penerapan denda dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo 
Kecamatan Rungkut Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap 
pelaksanaan penerapan denda dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh 
Pandugo Surabaya 
 Bab lima, bab ini merupakan penutup yang merupakan bab akhir, dengan 
melalui pembahasan yang secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban 








































DENDA DAN SEWA MENYEWA DALAM HUKUM PERDATA DAN 
HUKUM ISLAM 
A. Ta’zir  
Di dalam suatu perjanjian terdapat dua orang yang saling 
mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, kesepakatan 
yang telah dibuat antar kedua belah terkadang mendatangkan kerugian 
dari salah satu pihak. Untuk itu dalam mengatasi suatu kerugian yang 
tidak diduga alangkah baiknya, agar pihak pemilik sewa untuk 
menerapkan denda didalam suatu perjanjian tersebut. 
Didalam istilah Arab denda disebut juga dengan gharamah, sedangkan 
denda merupakan bagian dari ta’zir. Ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib 
yaitu memberi pelajaran atau teguran1 ta’zir sendiri hukumannya 
diberikan kepada sesorang yang melanggar perbuatan yang dilarang bukan 
suatu perbuatan yang dipandang maksiat2, hukuman ta‘z ̄ir sendiri tidak 
ditentukan secara khusus, tetapi hukuman itu diserahkan kepada 
penguasa. Maka, penguasalah yang akan memberikan hukuman bagi 
pelaku ta‘z ̄ir.  
Ta’zir menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif 
terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan 
kiffaratnya. Dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang bersifat 
                                                          
1Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12. 
2Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam Vol I (Bogor: Kharisma Ilmu 2008), 147. 
 


































edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau 
perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari’at3 
Fathi ad-Duraini, guru besar Universitas Damascus dan Suriah, 
definisi ta‘z̄ir “hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk 
menentukan bentuk dan kesalahannya sesuai dengan kemaslahatan 
bersama, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, seperti 
meninggalkan perbuatan yang wajib.” Yang semuanya itu tidak termasuk 
kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubunngan dengan hak Allah 
SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, serta perundang-
undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.4 
Menurut Abdul Qadir Audah ahli hukum pidana Islam dari Mesir, 
mengatakan bahwa jarimah ta‘z ̄ir dapat berkembang sesuai dengan jenis 
ta‘z ̄ir yang dilakukan dan sesuai zaman dan tempat. 5 
a. Pembagian Ta’zir 
Ulama Fiqh membagi ta’zir dalam dua bentuk, yaitu: 
a. Al-ta’zir ‘ala ̅ alma’a ̅si (ta’zir terhadap perbuatan maksiat) 
Menurut ahli fiqh, yang dimaksud maksiat disini adalah 
melakukan perbuatan yang diharamkan syara’, bukan hanya 
menyangkut tentang hak-hak Allah SWT tetapi juga hak pribadi.  
b. Al- ta’zir lil al-maslahah al- ‘a ̅mmah (ta’zir untuk kemaslahatan 
umum)  
                                                          
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 10 (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2013), 158. 
4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II (Semarang: Toha Putra, 1988), 1771. 
5Haroen,Nasroen dkk, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 
1996), 1772. 
 


































Menurut ahli fiqh ta’zir tersebut merupakan perbuatan 
yang bersifat maksiat. Akan tetapi syariat Islam membolehkan 
para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah ta’zir lain, 
apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. 
Namun, jarimah ta’zir yang ditetapkan penguasa itu menurut 
ulama fiqh perbuatan itu tidak diharamkan, tetapi keharamannya 
terletak pada suatu perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman 
itu adalah terkait kemaslahatan dan keamanan masyarakat. 
Menurut ulama fiqh terhadap perbuatan itu pihak penguasa boleh 
menetapkan hukumannya dan hukuman tersebut termasuk 
kategori ta’zir6 
b. Jenis-jenis Hukuman ta’zir 
Menurut ulama fiqh ta’zir bisa berbentuk hukuman yang paling 
ringan seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan 
terpidana, dan hukuman terberat sepertihukuman mati. 
Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani, rohani dan materi. 
Hukuman bersifat jasmani seperti peringatan, ancaman. Sedangkan 
hukuman rohani seperti penahanan, sedangkan hukuman materi seperti 
adanya denda.7 
c. Syarat penggunaan hukuman ta’zir 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan 
kepada orang yang inkar janji pada pasal 36 tentang ingkar janji dan 
                                                          
6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam…., 1772. 
7 Ibid, 1774. 
 


































saksinya yang berbunyi, pihak dapat melakukan ingkar janji apabila 
karena kesalahannya: 
a) Tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikannya 
b) Melakukannya (perjanjian) tetapi tidak pada waktunya (terlambat) 
c) Melakukan yang dijanjikan tetapi tidak pada apa yang dijanjikannya 
Melakukan sesuatu yang melanggar apa yang tidak diperbolehkan 
pada perjanjian8 
Pihak dalam berakad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi saksi: 
a) Membayar ganti rugi 
b) Pembatalan akad 
c) Peralihan resiko 
d) Denda 
e) Membayar biaya perkara9 
Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha 
dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan 
hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang 
pihak yang ingkar dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi 
baik. Jika keadaan menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, 
namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan, 
                                                          
8 Pusat Pengkajian Hukum Isalam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(Jakarta: Kencana, 2009), 26. 
9 Ibid., 27. 
 


































maksudnya yaitu menjadi sepenuhnya milik pemilik, dikarenakan 
penyewa melakukan ingkar janji.10  
d. Hukuman Ta’zir 
Terhadap pemberlakuan hukuman ta’zir dalam jarimah ta’zir terdapat 
perbedaan pendapat ulama fiqh. Misalnya, dalam kasus seorang telah lalai 
menaruh barang pelanggan, maka ia harus dikenakan denda atas barang 
tersebut sejumlah harga barang tersebut. Hukuman ini ditetapkan oleh 
hakim, karena menurut pertimbangannya, jika seorang itu mendapat 
hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, maka tidak akan tercapai 
tujuan hukumannya itu.11 
Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam 
Islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik 
antara pemilik sewa atau penyewa, sehingga tidak ada yang dizalimi satu 
sama lain. Dalam Islam kerugian yang harus dipertanggung jawabkan 
adalah kerugian riil, hal ini bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau 
kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran12 Menurut Imam 
Asy-Syatibi, sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan 
kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan, dalam hal ini, 
diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan 
penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-
                                                          
10 Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, Terj. Tim 
Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2008) 101-102. 
11 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam…., 1775.  
12 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, 
hlm 828. 
 


































kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. 
Beliau melanjutkan, kemaslahatan ini dapat terealisasi apabila lima unsur 
pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta, ini dikenal dengan nama Maqoosidhu as Syariah. 
Hal ini bisa terkait dengan proses memenuhi kebutuhan hidup dalam 
berekonomi dengan cara proses transaksi atau jual beli dan akad – akad 
yang telah diperjanjikan pun haruslah dipenuhi, agar tidak ada yang 
dirugikan oleh masing-masing pihak. Islam menggambarkan dalam al-
Qur’an surat al-Maidah ayat 1: 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.13 
Dalam risiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau 
kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya 
sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi 
kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan 
syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang 
dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam 
Syariah Islam adalah adanya mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) 
kepada pihak yang hak-haknya dilanggar14 Pengenaan ta'widh adalah 
berbeda dengan riba jahiliyah. Riba Jahiliyah tidak membedakan antara 
                                                          
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya 
14 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Ibid, hlm 828. 
 


































debitur yang mampu dan yang tidak mampu. Sedangkan Islam membagi 
antara keduanya. Jika telah jelas bahwa debitur tersebut tidak mampu, 
maka ta'widh tersebut tidak bisa dikenakan. Ta'widh adalah berbeda dengan 
Riba Jahiliyah. Ini karena ta'widh tidak disyaratkan pada awal akad, sedangkan 
riba jahiliyah telah ditempatkan syaratnya pada awal akad. Ta'widh hanya 
dikenakan ke atas kerugian nyata yang dialami oleh kreditur selama periode 
keterlambatan pembayaran tersebut.15 
Secara umum pengertian ta’widh adalah menutup kerugian yang 
terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill 
yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh 
pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena 
adanya peluang yang hilang. Perlu dipahami bersama, ta’widh berbeda 
dengan ta’zir, walaupun proses yang terjadi memiliki kesamaan 
dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. 
Maka dari itu jika seseorang memiliki utang maka harus ia harus 
segera membayar utangnya kepada orang yang telah memberikan 
utangnya. Menunda membayar utang merupakan suatu tindakan 
menzhalimi orang lain. Dalam hal ini Rosulullah Saw menjelaskan 
dalam haditsnya yang berbunyi:16 
ظُْلم   اْلغاِنِِ  ماْطلُ   
                                                          
15 Ibid. 
16 Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits Jilid I (Jakarta: Almahira, 
2013), 509. 
 


































“Menunda-nunda mambayar utang bagi orang yang mempu 
membayar adalah kezaliman.” (HR Bukhari) 
B. Sewa Menyewa 
Sewa menyewa dalam Islam juga termasuk dalam perjanjian atau 
biasa disebut dengan (akad). Yang berasal dari kata al-‘aqd yang berarti 
pertalian yang mengikat dan dan yang menghubungkannya erjanjian itu.17 
Sedangkan sewa menyewa sendiri masuk dalam rana perjanjian. Sewa 
menyewa atau secara etimologi disebut dengan al- Ijārah yang berasal dari 
kata al-‘a ̄jru yang berarti al- ‘iwad atau upah mengupah, jasa atau sewa. 
Ija ̄rah sendiri merupakan suatu bentuk bermuamalah dalam memenuhi 
kebutuhan hidup manusia.18 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ija ̄rah 
ialah menukar suatu manfaat dengan disertai imbalan, atau dapat 
diartikan pula sebagai menjual manfaat serta upah mengupahnya adalah 
dari tenaga yang telah diambil manfaatnya.  
 Sedangkan para ulama fiqh berpendapat tentang Ija ̄rah, antara lain: 
 Menurut Ulama Syafi’iyah Ija ̄rah berarti suatu akad atau transaksi 
terhadap suatu manfaat yang diinginkan, tertentu dan bersifat mubah 
dan boleh untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.19 
                                                          
17Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68. 
18 Al-Hadi, Abu Azam, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
72. 
19 Abdur Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 
195. 
 


































 Menurut Ulama Hanafiyah Ijārah adalah akad atas suatu 
kemanfaatan yang dimaksud dengan adanya imbalan atau upah 
mengupah.20 
 Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah Ijārah ialah suatu 
kepemilikan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan 
imbalan.21 
 Menurut Sayyid Sabiq Ijārah ialah Suatu jenis akad dalam 
mengambil suatu manfaat serta keuntungan. 22 
 Menurut Jumhur Ulama Ijārah ialah menjual manfaat, jadi yang bisa 
dijual hanya manfaat dari benda itu.23 
Dari pendapat para Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa 
Ijārah ialah akad yang dapat diambil manfaatnya dari barang 
tersebut, dengan suatu upah mengupah. Akad Ijārah sendiri tidak 
diperbolehkan atau tidak berlaku pada pepohonan yang diambil 
buahnya, karena buah sendiri termasuk barang. Lalu menyewa air di 
sumber air, dan menyewa hewan jantan untuk diambil spermanya 
agar membuai keturunan.24 Padahal akad sewa sendiri berlaku pada 
manfaatnya bukan pada benda atau barang. 
                                                          
20 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Mustaka Setia, 2001), 121. 
21 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: PT. Rajagrafindo Press, 2017), 80. 
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 15. 
23 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan 
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 115. 
24 Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 388. 
 


































Dilihat dari segi manfaat akad Ija ͠rah dibagi menjadi dua macam, 
yaitu: 
a) Ijārah dari segi manfaat pada benda, seperti rumah untuk 
ditempati, pakaian untuk di pakai. Dan apabila manfaat itu 
diperbolehkan oleh syara’ serta tidak adanya larangan maka di 
perbolehkan. 
b) Ijārah dari segi manfaat tenaga dan pekerja, seperti pekerjaan 
arsitek untuk mendesain rumah dan membangun rumah 
 Pemilik sewa dinamakan dengan Mu’ajir, sedangkan orang 
yang menyewa dinamakan Musta’jir. Sedangkan sesuatu yang 
disewakan dinamakan Ma’jur, dan upah mengupah dinamakan 
dengan ‘Ajr atau Ujrah25 
1. Landasan Hukum 
Ijārah merupakan suatu transaksi yang bisa diambil 
manfaatnya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa Ijarah 
disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’.  
a. Al-Qur’an 
Sumber yang paling utama adalah Al-Qur’an. 
Sebagaimana firman Allah SWT yang menerangkan tentang 
jasa penyewaan (QS. At- Talaq: 6) 
 
 . ۖن  أُُجوَرهُ  فَآتُوُهن   لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَإِنْ 
 
                                                          
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Cet. 5, 145. 
 


































Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) 
maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”26 
 
 Serta hukum lain yang terkait dengan jasa penyewaan, 
sebagaimana firman Allah SWT (QS.  Al- Qasas: 26-27) 
( 26) اْْلَِمينُ  اْلقَِوي   اْستَأَْجْرتَ  َمنِ  َخْيرَ  إِن    ْۖرهُ اْستَأْجِ  أَبَتِ  يَا إِْحدَاُهَما قَالَتْ 
 فَإِنْ   ِۖحَجج   ثََمانِيَ  تَأُْجَرنِي أَنْ  َعلَى   َهاتَْينِ  اْبَنتَي   إِْحدَى أُْنِكَحكَ  أَنْ  أُِريدُ  إِنِّي قَالَ 
ُ  َشاءَ  إِنْ  َستَِجدُنِي  َۚعلَْيكَ  أَُشق   أَنْ  أُِريدُ  َوَما  ِۖعْنِدكَ  فَِمنْ  َعْشًرا أَتَْمْمتَ   ِمنَ  ّللا 
اِلِحينَ  (27) الص   
Artinya:"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 
Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), 
seungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai 
pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". 
“Dia (Syaikh Madyan) berkata, sesungguhnya aku bermaksud 
ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak 
perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja 
padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan 
sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku 
tdak bermaksud memberatkan engkau. Insyaallah engkau akan 
mendapatiku termasuk orang yang baik.”27 
 Ayat di atas menerangkan bahwa siapapun yang sedang atau 
menyewa seseorang untuk di ambil manfaatnya, hendaklah ia 
memberikan upah kepadanya, seperti yang di telah dikemukakan di 
atas.  Seorang majikan yang sedang menyewa tenaga pekerja 
dengan membayar upah (Fee). Yang harus digaris bawahi dari ayat 
diatas yaitu “dengan ketentuan bahwa engkau harus bekerja padaku 
selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun 
maka itu adalah suatu kebaikan darimu”. Ungkapan tersebut 
                                                          
26 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 10, 188. 
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 7, 279-280. 
 


































menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan dan memberikan 
upah kepadanya sesuai apa yang telah ditentukan.     
b. As-Sunnah 
Sumber kedua dalam menentukan hukum setelah Al-Qur’an 
ialah Sunnah. Sedangan dasar hukum yang berkaitan dengan sewa 
menyewa. 
1)  HR. Ibn M͠ajah: 
َعَرقُهُ  يَِجف   أَنْ  َقْبلَ  أَْجَرهُ  اْْلَِجْيرَ  أَْعُطوا هللا رسول قال عنر ابن عن :  
Artinya: “Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering 
keringatnya”28 
Hadits tersebut jelas bahwa Rasulullah Saw, menghargai 
seseorang yang sudah memberikan tenaga atau manfaatnya untuk 
orang lain, maka dari itu Rosulullah Saw melarang orang yang 
telah memanfaatkan tenaganya tetpi tidak di beri upah.   
2) HR.  Bukhari dan Muslim: 
أجره الحجام اعطى و احتجم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  
Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu 
upahnya kepada tukang bekam itu.”29 
Dari hadits di atas yaitu boleh mengambil manfaat dari 
suatu barang tersebut, asal juga memberikan upah kepadanya. 
 
                                                          
28 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
94.  
29 Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya 
dalam Ekonomi Syariah (Depok: PT. Rajagrafindo Press, 2018), 193. 
 



































Pada masa sahabat telah sepakat untuk berijma’ bahwa 
membolehkan adanya Ijārah sebab Ijārah sangat bermanfaat untuk 
manusia.30 Selama akad Jual Beli barang diperbolehkan, maka akad 
Ijārah harus dibolehkan juga.31 
2. Rukun dan Syarat Ijārah 
Agar transaksi sewa menyewa (Ijārah) dan upah mengupah 
menjadi sah, maka harus terpenuhinya syarat dan rukun dari sewa 
meyewa (Ijārah): 
    1) Rukun-Rukun Ijarah 
 Menurut Hanafiyah rukun Ijarah adalah adanya Ijab dan 
Qobul, dengan lafal Ijārah, Isti’jar, Ikhtiraa’, dan Ikraa’. 
Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun Ijarah ada empat, 
yaitu:32 
 Adanya dua pelaku akad ( pemilik sewa dan penyewa) 
 Sighat (Ijab Qobul) 
 Upah Mengupah 
 Manfaat barang 
Sedangkan Rukun dan Syarat Ijarah ada empat, yaitu:33 
1) Aqid, yaitu mu’jir (sebagai orang yang menyewakan) dan 
musta’jir (orang yang menyewa dan orang yang 
mendapatkan upah untuk melakukan sesuatu serta yang 
                                                          
30 Rachmat Syafi’e, Fiqih Muamalah (CV Pustaka Setia, 2001), 124. 
31 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu, 386. 
32 Ibid, 387. 
33 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 117-118. 
 


































menyewa sesuatu). Disyaratkan bahwa mu’jir dan 
musta’jir harus sudah baligh, berkakal, serta cakap dalam 
melakukan tasharruf (mengendalikan harta), serta ridho 
Dalam firman Allah (QS. An-Nisa:29)34 
 ُكونَ تَ  أَنْ  إِِل   بِاْلبَاِطلِ  بَْينَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُوا َِل  آَمنُوا ال ِذينَ  أَي َها يَا
َ  إِن   ۚ أَْنفَُسُكمْ  تَْقتُلُوا َوَِل   ِۚمْنُكمْ  تََراض   َعنْ  تَِجاَرةً  ِحيًمارَ  بُِكمْ  َكانَ  ّللا   
Artinya: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan 
perniagaan secara suka sama suka” 
2) Shighat (Ijab dan Qob̄ūl) antara musta’jir dan mu’jir. 
Sighat sangat diperlukan dalam suatu akad, termasuk akad 
Ijārah. Karena, sighat menunjukkan keridhoan dari pelaku 
akad. Jika Ijab Qab̄ul tidak ada maka bisa dibilang pelaku 
akad masih tidak rida35 
3) Ujrah (imbalan dari hasil sewa) yang diketahui jumlahnya 
antara kedua belah pihak, serta sesuatu yang berharga 
yang dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat 
kebiasaan setempat.36 
                                                          
34 Departemen Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), 153. 
35 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT Rajagrafindo, 2015), 27. 
36 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah 
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 2, 133. 
 


































4) Manfaat, dari barang yang di sewa serta jasa atas tenaga 
dari orang yang bekerja. Disyariatkan bahwa barang yang 
disewakan harus memenuhi syarat, yaitu:37 
 Barang yang akan disewakan harus bisa diambil 
manfaatnya 
 Barang yang menjadi objek sewa menyewa harus 
diserahkan kepada penyewa 
 Benda yang disewa harus bersifat mubah (boleh) 
menurut syara’ 
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, Rukun Ijarah ialah adanya 
Ijab dan Kabul dengan menggunakan lafazh Ijarah dan Kira, serta 
lafazh yang bermakna sama dengan keduanya.38 
 Sudah tidak asing lagi, jika banyak pendapat tentang 
perbedaan rukun pada setiap akad. Bukan hanya Ijarah saja, jual 
beli juga demikian banyak para ulama yang berbeda pendepat. 
Oleh karena itu hal semacam ini tidak perlu di perpanjang. 
1) Syarat-Syarat Ij͠arah 
Syarat terjadinya akad Ij͠arahsama seperti akad Jual beli, yaitu 
ada empat macam syarat: 
1. Syarat Wujud atau akad ( Syarth al-In’iqad) 
 Berakal (orang yang memberi sewa dan yang menyewakan 
harus berakal) sebagaimana dalam jual beli, akad Ijarah 
                                                          
37 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 118. 
38 Sayyid Sabiq, Fiqih Muamalah, 147. 
 


































apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang 
belum mumayyiz maka akad itu tidak sah.39 
Sedangkan, menurut para ulama syarat terjadinya akad 
Ijarah, yaitu: 
 Menurut Ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak 
termasuk dalam syarat akad ataupun syarat berlaku atau 
syarat pelaksanaan. Jika ada anak kecil yang sudah 
mumayyiz yang menyewakan hartanya atau tenaganya, 
serta diizinkan pula oleh walinya maka akad itu 
diperbolehkan.  Akan tetapi jika barang yang disewakan 
itu bukan miliknya, maka akad itu diperbolehkan apabila 
telah diberi izin oleh walinya.40 
 Menurut ulama Malikiyah, tamyiz adalah syarat akad 
Ijarah dan Jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat 
penyerahan. Maka, anak mumayyiz sah jika melakukan 
akad Ijārah maupun jual beli asal mempunyai izin dari 
walinya.41 
 Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, anak mumayyiz 
tidak dibolehkan dalam berakad, sebab ia merupakan akad 
dari hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama 
dengan akad jual beli. Disebut juga dengan syarat taklif 
                                                          
39 Wahba Az- Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu, 389. 
40 Rachmad Syafi’e, Fiqih Muamalah, 125. 
41 Ibid. 
 


































(pembebanan kewajiban). Serta, syarat dari akad Ijārah 
sendiri yaitu baligh dan berakal.42 
2. Syarat Berlaku (Syarth an-Nafaadz) 
 Mempunyai hak kepemilikan serta kekuasaan (al-wilaayah), 
jika akad Ijarah dilakukan oleh seorang Fudhuli (orang yang 
melakukan penyewaan tetapi bukan barang atau harta 
miliknya, serta tidak memiliki izin dari pelaku) maka akad 
tersebut tidak sah, karena bukan harta kepemilikan atau 
kuasanya. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad 
kepemilikan ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik. 
Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, 
terdapat beberapa syarat agar persetujuan dari pemilik dapat 
berlaku pada akad Ijarah yang tergantung, yaitu: 
 Wujud objek akad, jika fudhuli melakukan akad Ij͠arah dan 
mendapatkan izin dari pemilik, serta sebelum barang 
tersebut digunakan manfaatnya maka akad Ijarah itu sah dan 
pemilik barang berhak mendapatkan upahnya karena objek 
akadnya ada. Namun, jika persetujuan akad terjadi ketika 
barang tersebut sudah dipakai manfaatnya, maka akad itu 
tidak sah serta upahnya berhak untuk dikembalikan ke 
pelaku akad. Karena objek dari akad tersebut telah lenyap 
dikarenakan objek akadnya tidak ada. Sehingga fudhuli 
                                                          
42 Ibid. 
 


































dianggap sebagai pelaku gashabketika ia mengembalikan 
barang kepada pemiliknya.43 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika pelaku ghashab 
menyewakan barang ghasab-nya lalu menyerahkan kembali 
barang ke pemilik lalu ia menyetujui penyewaan itu. Maka 
jika waktu Ijārah telah habis, upah sepenuhnya jatuh pada 
pelaku ghashab karena objek akad telah lenyap, serta 
persetujuan pemilik sudah tidak berlaku pada sesuatu yang 
tidak ada.44 
Namun menurut Abu Yusuf, jika persetujuan dari pemilik 
terjadi setelah bagian dari masa sewa akad Ijārah berjalan. 
Maka upah terseebut diserahkan kepada pemilik barang 
sepenuhnya. Karena masa sewa masih tersisa, maka akad 
tersebut tidaklah batal dan bisa dijadikan objek Ijārah. 
3. Syarat Sah ( Syarth ash-Shihhah) 
Syarat sah Ijārah berkaitan dengan pelaku akad, objek 
akad, manfaat dan masa berlaku yang jelas, serta upah.45 
Diantara syarat sah Ijarah adanya kerelaan dari kedua belah 
pihak, objek akad (manfaat) dapat diketahui sifatnya guna 
menjauhi perselisihan antar kedua belah pihak, objek akad 
dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara’, manfaat 
dari objek Ijarah dibolehkan secara syara’ serta manfaat dari 
                                                          






































akad itu harus dimaksudkan atau bisa dicapai melalui akad 
Ijarah 
4.  Syarat Objek Akad 
Apabila objek barang tersebut bergerak maka diwajibkan 
harus adanya penerimaan, tetapi jika tidak maka hukumnya 
tidak sah. Hal ini dilarang oleh Nabi Saw, karena melakukan 
jual beli barang yang belum diterima, dan Ijārah salah satu dari 
bentuk jual beli. Namun, jika barang itu tidak bergerak, maka 
terdapat perbedaan yang telah disebutkan dalam jual beli fasid. 
46 
5. Syarat- syarat Ujrah (Upah) 
Ada dua macam: 
 Hendaknya upah tersebut berupa benda yang bernilai dan 
diketahui 
 Uah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan Ma’qud 
Alaih (Objek Akad) misalkan Ijrah tempat tinggal dibayar 
dengan tempat tinggal 
6. Syarat Kelaziman (Syarth al-Luzuum) 
Barang yang disewakan tidak cacat atau rusak, misalkan 
rumah yang disewa mengalami kerusakan seperti: airnya 
terputus dari tanah, serta rumahnya sudah tidak layak dipakai 
atau hancur semuanya.47 
                                                          
46 Ibid. 
47 Ibid, 405. 
 



































PELAKSANAAN DENDA DALAM AKAD SEWA RUMAH INDEKOS DI 
DUKUH PANDUGO KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA 
A. Gambaran umum lokasi penelitian 
Dalam penelitian ini, penyusun memilih melakukan penelitian di 
Dusun Pandugo, Surabaya. alasan memilih penelitian di Dusun tersebut 
karena letak kos-kosan tersebut berdekatan dengan perkantoran, 
pertokoan, dan segala jenis usaha yang ada di daerah Jl. Ir. Soekarno 
(Merr) sedangkan yang memiliki kos-kosan yang cukup banyak serta kos-
kosan tersebut menjadi alternatif buat para pegawai untuk menjadikannya 
tempat peristirahatan selama bekerja, serta adanya kos-kosan tersebut 
menjadikan sebagai suatu penghasilan yang di dapat bagi para warga 
Dusun Pandugo yang memiliki kos-kosan di daerah tersebut.  
B. Sejarah Desa1 
Asal mula nama Kelurahan Penjaringan Sari yaitu gabungan antara 
tiga perdusunan yaitu  Dusun Pandugo, Dusun Panjaringan dan Dusun 
Kendal Sari, dan Penjaringan Sari sendiri merupakan desa terpencil yang 
ada di lingkungan persawahan dan desa pinggiran yang ada di Kota 
Surabaya. Kyai Bukhari merupakan seorang ulama dan  toko masyarakat 
yang ada di Penjaringan Sari ini terutama dipandugo, bukan hanya Kyai 
Bukhori saja ada pula sesepuh yang ada di Dusun Panjaringan Sari dan di 
Dusun Kendal Sari. Panjaringan sendiri terkenal dengan toko agamanya 
yaitu Nyai Jantep sedangkan di Kendal Sari sendiri tokoh agamanya yaitu 
                                                          
1 Syaiful Ulum Nawawi, (Toko Agama Dukuh Pandugo), Wawancara, Senin 1 Januari 2020. 
 


































Kyai Murtadho, agama islam disini masih sangat lemah dan masing 
tercampurnya kepercayaan-kepercayaan dari nenek moyang yang secara 
agama belum Islam Kaffa, yang mengajarkan agama tentang sholat, 
mengaji dan ahlaq meskipun sekarang pendidikan warga Dusun Pandugo 
sedniri ada yang sampai S2 tetapi pemahaman dalam bidang mu’amalah 
masih lemah, karena warga Dusun Pandugo, Kyai Bukharilah yang 
memperkenalkan dan mengajarkan itu semua. Dulu disini pendidikan 
yang paling tinggi Cuma sampai Sekolah Dasar, agama yang ada di Dusun 
Pandugo lebih menonjol pada bidang Ubudiyah (Ibadah)   
1. Letak Geografis 
Pandugo merupakan suatu dusun yang terdapat di wilayah 
Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, 
Kelurahan Penjaringan Sari terbagi menjadi tiga dusun, Dusun 
Pandugo, Dusun Panjaringan, dan Dusun Kendal Sari. Pandugo 
merupakan Dusun terdekat dari Jalan Raya Ir. Soekarno atau disebut 
juga dengan Jalan Lingkar Dalam Timur Tengah atau disebut juga 
dengan Merr (Middle East Ring Road)2 
Data Monografi Kelurahan Penjaringan Sari3 
a. Kelurahan   :  Penjaringan Sari 
b. Kecamatan   : Rungkut 
c. Kota    : Surabaya 
d. Provinsi   : Jawa Timur 
                                                          
2 Infografis Merr II-C, Surabaya.go.id, Pemerintah Kota Surabaya 
3 Data Monogragrafi, Kelurahan Penjaringan Sari, Kota Surabaya. 
 


































e. Keadaan data bulan : 1 April s/d 31 Juni 2012 
Luas, batas dan kondisi geografis4 
a. Luas Wilayah  : 181,135 Ha 
b. Batas Wilayah   
 Sebelah Utara : Sungai Wonokromo 
  Sebelah Timur : Kel. Wonorejo/ Medokanayu 
 Sebelah Selatan : Kel. Kalirungkut 
 Sebelah Barat : Kel. Kedung Baruk 
c. Ketinggian tanah dari permukaan laut: 4,0 Meter 
d. Suhu udara  : 30 °C 
2. Data Demografis5 
a. Jumlah Penduduk  : 19847 
  Perempuan  : 50,68 % Jiwa 
 Laki-laki   : 49, 32 % Jiwa 
b. Jumlah Kartu Keluarga (KK) : 6089 Anggota 
c. Keadaan Pendi;dikan6  
Keadaan Pendidikan di Dusun Pandugo sendiri rata-rata 
menempuh pendidikan sampai di tingkat SMA, meskipun tidak banyak 
dari warga yang menempuh Pendidikan hingga jenjang S1- S3. 
 SD : 1997  
 SMP : 2218 
                                                          
4 Ibid. 
5 Data Demografi, Kelurahan Penjaringan Sari, Kota Surabaya. 
6 Ibid. 
 


































 SMA : 5757 
 PTN/PTS : 4421 
d. Keadaan Agama7  : 
 Islam  : 84, 567 % atau 16784 Jiwa 
 Katholik  :4.782 % atau 949 Jiwa 
 Kristen  : 9.524 % atau 1890 Jiwa 
 Hindu  : 0,453% atau 90 Jiwa 
 Budha  :0,675 % atau 134 Jiwa 
e. Keadaan Sosial Ekonomi8   
 Karyawan    : 5912 Profesi 
 Guru     : 322 Profesi 
 Pns    : 575 Profesi 
 Tni    : 31 Profesi 
 Polri    : 24 Profesi 
 Nelayan     : 1 Profesi 
 Wiraswasta   : 996 Profesi 
 Dokter     : 81 Profesi 
 Ibu Rumah Tangga (IRT) : 2941 Profesi 
 Petani    : 16 Profesi 
C. Pelaksanaan Akad Sewa Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya 
 






































Untuk mendapatkan gambaran umum untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi terlebih dahulu penulis akan menjabarkan sekilas tentang 
akad yang terjadi dalam sewa menyewa kos-kosan rumah tangga ini 
Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, 
terjadinya akad sewa rumah indekos dengan proses adanya akad Ijab dan 
Qobu ̄l yang sangat sederhana dengan mengucapkan kalimat Sighat dan 
barulah terjadinya suatu akad dikatakan sah atau deal. 
Sewa menyewa sendiri terdapat adanya pelaku yang terlibat dalam 
sewa menyewa yaitu adanya penyewa (musta’jir) dan pemberi sewa (al-
‘a ̄jir), dari sinilah penulis akan memaparkan penjelasan hasil wawancara 
kepada penyewa dan pemilik sewa. 
Penulis telah melakukan wawancara dari beberapa responden untuk 
mengetahui bagaimana praktik akad sewa rumah indekos di Dukuh 
Pandugo serta mengetahui terjadinya penerapan dan pelaksanaan denda 
yang terjadi di sewa rumah indekos yang ada di Dukuh Pandugo, setelah 
itu penulis akan membandingkannya dengan rukun dan syarat yang ada 
pada sewa menyewa (Ija ̄rah) 
Pemilik rumah indekos yang pertama bernama Ibu Fatmah. Ibu 
fatmah telah mendirikan penyewaan rumah indekos sudah dari tahun 
2002, ia memiliki 15 rumah indekos. Cara mempromosikan tempat 
sewanya yaitu melalui kertas pengumuman yang di letakkan di depan 
tempat sewanya, akad yang digunakan pada saat sewa rumah seperti pada 
umumnya dengan menyebutkan harga sewa serta apa saja yang di dapat 
 


































dan tidak di dapatkan oleh seorang penyewa, kemudian jika penyewa 
sudah setuju barulah pihak pemilik (Bu Fatmah) memberikan bukti bahwa 
akad itu telah sah berupa kwitansi pembayaran awal. Ibu fatmah 
memberitahukan penerapan denda ketika penyewa lalai dalam tanggung 
jawab setiap bulannya dimana Ibu Fatmah sendiri tidak memberitahu apa 
saja peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing 
penyewa pada awal terjadinya transaksi.9 
 
Gambar 3.1 
Bukti Kwitansi Pembayaran dari Ibu Arina 
 
Ibu Arina penyewa rumah indekos milik Ibu Fatmah. Akad transaksi 
yang terjadi yaitu secara lisan sama adanya bukti berupa kwitansi saja, 
untuk pembayarannya langsung ke pemilik atau ke anaknya yang di utus, 
ibu Arina dikenakan denda dikarenakan pada waktu itu ibu Arina sedang 
tidak memiliki uang dimana pada saat itu pula ibu Arina mengalami 
penurunan bisnisnya yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan pada 
bulan itu, sedangkan untuk peraturan-peraturan atau larangan tidak 
                                                          
9 Ibu Fatmah, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Surabaya 21 Februari 2020. 
 


































diberitahukan di awal atau tidak adanya pemberitahuan. Penyewa hanya 
tau adanya aturan jika telat bayar dikenakan denda ketika ia lalai dalam 
tanggung jawabnya di awal bulan.10 
Pemilik rumah indekos kedua Ibu Kristian, Ibu Kristian sudah 
mempunyai usaha persewaan rumah indekos sudah dari tahun 2009 Ibu 
Kristian memilik persewaan rumah indekos sebanyak 20 tempat, untuk 
mempromosikannya melalui broadcasting share dari satu orang ke orang 
lainnya serta melalui lembaran pemberitahuan yang ditempel di jalan-
jalan. Akad sewa cukup melui lisan dan bentuk kwitansi jika sudah lunas, 
sedangkan pemilik sewa tidak memberitahukan diawal terjadinya 
transaksi terkait adanya peraturan-peraturan yang wajib diketahui, 
pemilik sewa hanya memberitahukan bahwa pembayaran setiap bulannya 
mulai dari tanggal 1 diawal bulan, pihak pemilik baru mengasih tau 
penyewa tentang adanya denda ketika salah satu dari penyewa lalai dalam 
tanggung jawab bulannya dan untuk penyewa yang telat membayar dari 
tanggal perjanjian bahwa penyewa dikenakan denda atas 
keterlambatannya serta kelalaiannya.11 
Ibu Wina penyewa rumah indekos milik Ibu Kristian, akad transaksi 
langsung face to face dari pemilik sewa ke penyewa untuk mengatakan 
mau bayar lalu dikasihlah kwitansi pembayaran. Untuk pembayaran 
setiap bulannya melalui ibu atau bapaknya langsung dimana pemilik pada 
awal terjadinya akad hanya memberitahukan bahwa pembayaran bisa 
                                                          
10 Ibu Arina, (penyewa milik Ibu Fatmah), Wawancara, Selasa 18 Februari 2020. 
11 Ibu Kristian, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Surabaya 21 Februari 2020. 
 


































dilakukan di awal bulan, ibu wina menerima denda dikarenakan waktu itu 
anak dan suami ibu Wina masuk Rumah Sakit yang mengalami sakit yang 
cukup berat, sehingga tidak bisa membayar sewa tepat waktu dikarenakan 
tidak adanya uang buat membayarnya serta ibu Wina juga telah 
menghubungi pemilik tetapi tidak ada respon dari pemilik, sedangkan 
untuk peraturan-peraturan seperti denda tidak diberitahukan terlebih 
dahulu di awal perjanjian oleh pemilik baru kalau ada yang telat bayar 
pemilik memberitahu bahwa dikenakan denda keterlambatan sebesar 20 









Bukti Kwitansi Pembayaran dari Ibu Wina 
 
Ibu Aisyah pemilik rumah indekos ketiga, Ibu Aisyah baru baru ini 
memiliki usaha persewaan rumah indekos dari tahun 2014, ibu Aisyah 
memiliki persewaan sebanyak 10 tempat indekos, cara mempromosikan 
sewanya melalui situs internet di mamikos.com, untuk masalah terjadinya 
akad transaksi secara lisan serta adanya bukti berupa kwitansi, serta 
                                                          
12 Ibu Wina, (Penyewa milik Ibu Kristian), Wawancara, Selasa 18 Februari 2020. 
 


































pemili menyebtkan bahwa pembayaran perbulannya bisa dimulai pada 
awal bulan mulai tanggal 1. Sedangkan pemilik tidak memberitahukan 
kepada pihak penyewa tentang peraturan serta laranagan yang wajib 
diketahui dan dipatuhi oleh semua penyewa, pemilik hanya 
memberitahukan bahwa pembayaran bisa dimulai diawal bulan. Ibu 
Aisyah memberitahukan adanya denda ketika seorang penyewa telat 
membayar bulananya pada saat itu pula bu Aisyah menrik denda pula.13 
 
Gambar 3.3 
Bukti Kwitansi Pembayaran dari Ibu Halimah 
 
Ibu Halimah penyewa rumah indekos milik Ibu Aisyah, akad 
transaksi langsung bilang bahwa mau bayar jika sudah dikasihlah 
kwitansi oleh pemilik, untuk masalah denda pemilik tidak 
memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada penyewa 
khususnya kepada penyewa baru,  , penyewa baru mengetahui adanya 
peraturan penerapan denda pada penyewa yang telat bayar pada awal 
bulan, setelah penyewa mengetahui adanya denda telat bayar pada suatu 
                                                          
13 Ibu Aisyah, (pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Surabaya 17 Februari 2020. 
 


































ketika penyewa mengalami kesulitan ekonomi yang menjadikannya telat 
membayar sewa pada awal bulan, pemilik tidak memperdulikan itu dan 
langsung saja di beritahu dikenakan denda bahwa telat 2 minggu dari 
tanggal perjanjian.14 
Bapak Ghozin pemilik rumah indekos ke empat, bapak Ghozin 
mendirikan usaha sewa rumah indekos sudah dari tahun 2001an ia 
mempunyai dua penyewaan rumah indekos di berbagai tempat dan ia 
menyewakan rumah indekos sebanyak 30 tempat, cara mempromosikan 
sewa rumah indekosnya dengan ditempelkannya pemberitahuan adanya 
sewa kost, akad transaksi secara lisan dan pemilik memberitahukan 
fasilitas yang didapatkannya barulah dikasihkannya kwitansi atas bukti 
pembayarannya. Pemilik hanya memberitahukan bahwa pembayaran sewa 
diwajibkan setiap bulannya dilakukan pada tanggal 1 awal bulan, untuk 
pemberitahuan yang lainnya tidak diberitahukan oleh pemilik, seperti 
adanya denda jika telat membayar sewa pada tanggal yang di perjanjikan. 
Penerapan denda terjadi ketika salah satu dari penyewa lalai dalam 
tanggung jawabnya, barulah bapak Ghozin memberitahukan bahwa ia 
terkena denda atas keterlambatannya15 
Ibu Evi salah satu penyewa rumah indekos milik Bapak Ghozin, 
akad transaksi sama seperti sebelumnya dilakukan secara lisan serta 
adanya kwitansi atas bukti pembayaran yang telah lunas. Sedangkan 
masalah adanya denda penyewa sudah mengetahui lansgung dari pemilik 
                                                          
14 Ibu Halimah (Penyewa milik Ibu Aisyah), Wawancara, Surabaya 18 Februari 2020. 
15 Bapak Ghozin, (pemilik Rumah Indekos), Wawancara, senin 17 Februari 2020. 
 


































dimana ketika pemilik mencoba memberitahukan pembayarannya bahwa 
melebihi tanggal perjanjian dan atas kelalaiannya maka di berikanlah 
denda sebesar 20 ribu. Dimana ibu evi sendiri tidak bisa membayar sewa 
dikarenakan uang buat membayar terpakai buat membeli perobatan 
suaminya, padahal dalam hal itu penyewa sudah meminta keringanan 
pada pemilik bahwasannya akan dibayarnya langsung dalam bulan ke 
depan, diikarenakan pada bulan ini penyewa tidak dapat membayar 




Bukti Kwitansi Pembayaran Sewa dari Ibu Evi 
 
Ibu Sindy pemilik rumah indekos kelima, ibu Sindy baru 
mempunyai usaha persewaan rumah indekos baru 4 tahun belakangan 
tepatnya di sekitar tahun 2016an, ia memiliki usaha persewaan rumah 
indekos sebanyak 8 rumah indekos, untuk mengetahui adanya persewaan 
rumah indekos Ibu Sindy mempromosikannya sekedar menempelkan 
papan tulisan didepan tempat persewan, untuk akad transaksi dengan 
                                                          
16 Ibu Evi, (Penyewa milik Bapak Ghozin), Wawancara, 17 Februari 2020. 
 


































memberitahukan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 850.000 jika sudah 
lunas barulah Ibu Sindy memberikan bukti berupa kwitansi. Kalau 
masalah pemberitahuan atau pengumuman hanya pembayarannya bisa 
dilakukan di awal bulan serta tidak diperbolehkannya membawa mobil 
dikarenakanan tempat yang minim. Ibu Sindy juga tidak memberitahukan 
di awal terjadinya transaksi akan adanya peraturan-peraturan yang wajib 
dipatuhi, ibu Sindy menerapkan denda ketika salah satu dari penyewa 
lalai dalam tanggung jawabnya, meskipun penyewa lagi dalam keadaan 
kesulitan ekonomi ibu Sindy tetap memperlakukan dendanya, tidak 
memandang siapa saja dank arena apa saja.17 
Ibu Endang salah seorang yang menyewa rumah indekos milik Ibu 
Sindy, akad yang dilakukannya yaitu lisan bahwasannya mau bayar uang 
sewa lalu dikasihkannya kwitansi oleh pihak pemilik. Peraturan yang 
terjadi di awal perjanjian yaitu membayar biaya sewa bisa dilakukan pada 
awal bulan saja, tidak diberitahukan adanya denda jika telat membayar 
dari tanggal perjanjian. Sedangkan ibu Endang sendiri pada saat itu tidak 
bisa membayar dikarenakan suaminya belum menerima gaji dri 
perusahaanya. Penyewa mengetahui dikenakan denda dari tetangga 
sebelah yang telah di beritahu oleh pemilik saja, barulah ibu Sindy selaku 
pemilik sewa memberitahukannya sekaligus menagih pembayarannya.18 
 
 
                                                          
17 Ibu Sindy, (pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Selasa 18 Februari 2020. 
18 Ibu Endang, (Penyewa milik Ibu Sindy), Wawancara, senin 17 Februari 2020. 
 






































Bukti Kwitansi Pembayaran Sewa dari Ibu Endang 
D. Pelaksanaan akad 
1. Proses dan prosedur transaksi penyewaan 
Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya pada penyewaan 
rumah indekos ini akad sangat di perlukan bagi kedua belah pihak 
agar tidak terjadinya kesalah fahaman, karena akad bertujuan untuk 
membuktikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad 
yang di gunakan sudah jelas dengan mendatangi langsung 
pemiliknya kemudian bertanya seputar penyewaan kost ini serta 
melakukan Ijab dan Qabūl antara pemilik dan penyewa, kemudian 
pemilik juga memberitahukan harga, fasilitas serta tempat yang 
disewakan. Ketika penyewa sudah setuju dengan sewa rumah 
indekos itu maka penyewa bisa langsung membayarnya, tergantung 
pemilik sewa ada yang menyuruh harus membayar semuanya ada 
yang membolehkan untuk membayar DP terlebih dulu. Setelah itu 
barulah pemilik sewa memberikan bukti bahwa kamar tersebut 
telah sah dimilik oleh penyewa dengan di kasih kwitansi sebagai 
bukti pelunasan pembayaran serta membawa foto kopi Kartu 
Keluarga dan KTP penyewa.  
 


































Untuk masalah Ijab dan Qabu ̄l antara kedua belah pihak 
biasanaya dilakukan langsung oleh pemilik sewa atau jika pemilik 
ada keperluan lain maka diwakilkan sama anggota keluagamya 
seperti anak kandungnya, atau suami istri dari pemilik. Mengenai 
bahasa yang di gunakan saat Ijab Qabu ̄l adalah dengan bahasa 
campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa yang 
penting si penyewa faham. 
Untuk bentuk pengungkapan Ijab dan Qabūl sendiri seperti: 
pak/bu saya dapat info bahwa sini sedang menyewakan rumah 
indekos ya? Dan penyewa menjawab” iya mas benar” penyewa 
bertanya lagi”Saya mau menyewa 1 kamar pak/bu, berapa 
perbulannya bu?” pemilik memberitahukan harga sewa perbulannya 
“oh iya mas/ mbak monggo, perbulannya tergantung mas/mbak 
mau minta kamar yang mana dulu” jika penyewa sudah mengetahui 
harga sewa setiap sebulannya tanpa adanya perjanjian-perjanjian 
mengenai larangan maupun kewajiban bagi penyewa dalam masa 
kontraknya. 
Untuk masalah pembayaran penyewa dikenai biaya perbulannya 
rata-rata sebesar ± Rp. 850.000 sampai dengan Rp 1. 200.000 
tergantung tempat yang dipilih, maksudnya apabila sewa rumah 
indekos dengan kamar mandi dalam berarti harganya lebih mahal, 
serta penyewa harus membayar sewa bulanannya tepat pada 
tanggal perjanjian. 
 


































2. Pembayaran harga sewa 
Pembayaran harga sewa bisa langsung melalui pemilik atau 
keluarga pemilik yang di utus oleh pemilik. Dan dari hasil 
wawancara tersebut yang penulis dapat pembayaran sewa rumah 
kost yang ada di Dukuh Pandugo dilakukan di awal bulan yang 
telah di sepakati tanggalnya. Pembayaran sewa setiap bulannya 
dengan memberikannya uang tunai langsung kepada si pemberi 
sewa.  Ketika tanggal sudah mendekati pembayaran pemilik sewa 
sering mengingatkan kalau tanggal mulai dekat dengan tanggal 
pembayaran setiap bulannya.  
3. Proses pengambilan besaran denda 
Dari hasil penelitian di atas, dapat di mengerti bahwa 
pengambilan denda yang ada di dukuh pandugo kecamatan rungkut 
ini yaitu apabila si penyewa terlambat dalam pembayaran 
bulanannya, maka si pemilik sewa akan memberian denda kepada si 
penyewa yaitu denda uang sebesar ± Rp 20.000 per minggu dan 
berlaku kelipatannya. Namun penarikan denda tersebut tidak 
diberitahukan oleh pihak pemilik sewa sebelumnya, hanya saja 
denda itu di terapkan oleh pemilik sewa ketika si penyewa 
terlambat membayar, pemilik juga tidak memperdulikan alasan apa 
saja yang diutarakan penyewa atas keterlambatan tersebut.  
Denda pada persewaan rumah indekos ini gunanya agar si 
penyewa tidak lupa akan suatu kewajiban bulanannya yaitu 
 


































membayar sewa tepat pada tanggal yang telah diberitahukan di 
awal perjanjian. Gunanya pengambilan denda disini yaitu agar si 
penyewa tidak lalai atas kewajiban yang telah di sepakati diawal 












































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DENDA 
DALAM AKAD SEWA RUMAH INDEKOS  DI DUKUH PANDUGO 
KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA 
 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Denda dalam Akad Sewa Rumah Indekos 
Menurut Masyarakat yang Berada di Rumah Indekos di Dukuh Pandugo 
Kecmatan Rungkut Surabaya. 
 
Pada bab ini penulis akan mengupas tuntas tetang praktik sewa rumah 
indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya. Berdasarkan 
data yang penulis terima dari hasil wawancara kepada pemilik serta 
penyewa rumah indekos di Dukuh Pandugo ini maka yang pertama kali 
penulis akan melalukan analisis tentang bagaimana praktik penerapan 
denda dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan 
Rungkut Surabaya ini 
Serta penulis akan melakukan analisis hukum Islam terhadap 
penerapan denda dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo 
Kecamatan Rungkut Surabaya ini. Pemilik persewaan menyewakan 
rumah indekos kepada orang yang membutuhkan, misalnya pekerja, 
keluarga yang suami atau istrinya bekerja di dekat sini dengan upah ± Rp 
800.000 per bulannya. 
Menurut Pemilik ibu Fatmah selaku pemilik sewa yang pertama. Ia 
menerapkan denda agar penyewa tidak semena-mena dalam tanggung 
jawab yang di perjanjikan diawal transaksi, ibu Fatmah sendiri tidak 
 



































memberitahukan diawal perjanjian dikarenakan ia menganggap bahwa itu 
merupakan suatu kewajaran didalam sewa menyewa jika penyewa lalai 
dalam masa sewa.1 
Pemilik kedua, ibu Kristian menerapkan denda dikarenakan agar 
setiap penyewa menyadari akan arti tanggung jawab serta ia tidak akan 
melakukannya lagi. Ibu Kristian menganggap bahwa masing-masing 
penyewa tau adanya konsekuensi jika telat membayar, jadi ibu Kristian 
tidak memberitahukannya diawal perjanjian.2 
Pemilik ketiga, ibu Aisyah ia melakukan adanya denda dikarenakan 
banyak dari para pihak penyewa yang lalai dari tanggung jawab 
bulananya, maka dari itu ibu Aisyah memperlakukan denda, meskipun 
pada awal terjadinya akad transaksi ia tidak memberitahukannya 
dikarenakan ia menganggap bahwa penyewa akan membayar tepat 
waktu.3 
Pemilik keempat, bapak Ghozin ia menerapkan denda agar penyewa 
lebih mematuhi aturan-aturan dalam sewa rumah indekos, ia tidak 
meberitahukannya karena sudah banyak yang menerapkan denda pada 
sewa menyewa di kawasan Dukuh Pandugo ini.4 
Demikian juga dengan pemilik kelima, ibu Sindy ia menerapkan 
denda agar masing-masing penyewa menyadari bahwa telah melampaui 
                                                          
1 Ibu Fatmah, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Surabaya 21 Februari 2020. 
2 Ibu Kristian, (Pemilik Rumah Indeos), Wawancara, Surabaya 21 Februari 2020. 
3 Ibu Aisyah, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Surabaya 17 Februari 2020. 
4 Bapak Ghozin, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, senin 17 Februari 2020. 
 
 



































jatuh tempo perjanjian, ibu Sindy tidak  meberitahukan diawal 
dikarenakan itu merupakan bentuk konsekuensi masing-masing yang 
sudah banyak diterapkan di suatu sewa menyewa.5 
Hal seperti ini diperbolehkan karena tujuan dari bermuamalah (sewa-
mnyewa) tersebut adalah tolong menolong antar sesama untuk saling 
memenuhi kebutuhan kehidupan masing-masing, sebagaimana firman 
Allah SWT (Qs. al-Maidah: 2) sebagai berikut: 
لت ْقَوى  ٱوَ  ْلبِرِّ ٱ َعلَى َوتَعَاَونُوا   ... ... 
 
Artinya: “……. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan....”.6 
 
Bentuk usaha ini dapat digolongkan pada sewa menyewa atau dalam 
sitilah hukum Islam adalah Ija̅rah. Ij ̅arah adalah suatu perjanjian yang 
memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan disertai ujrah 
(upah). Dikatakan Ij ̅arah karena pemilik memberikan manfaat dari objek 
sewa yaitu rumah indekos 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Akad Sewa 
(Ija ̄rah) Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya 
 
Akad awal yang terjadi pada sewa rumah indekos di Dukuh 
Pandugo ini sudah memenuhi syarat dan rukun Ijarah yaitu adanya al-‘ājir 
(pemilik sewa) dan musta’jir (orang yang menyewa) yang sudah aqil 
                                                          
5 Ibu Sindy, (Pemilik Rumah Indekos), Wawancara, Selasa 18 Februari 2020. 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 256. 
 



































baliqh, serta Ij ̄ab Qabu ̄l.  Pada awal perjanjian (akad) disini dilakukan 
secara langsung dari pihak pemilik dan pihak penyewa dengan di sertai 
bukti pembayaran (Upah). Dengan terpenuhinya syarat dan rukun sewa 
menyewa (Ijārah) ini maka perjanjian (akad) ini di anggap sudah sesuai 
pada syariat Islam atau dinyatakan sah (Sahi ̄h) 
Jika dilihat dari segi objek, pihak persewaan menyediakan rumah 
indekos dimana rumah tersebut merupakan barang tidak dilarang oleh 
syara’ (boleh), kemudian antara pihak pemilik dan penyewa telah 
menyepakati akad sewa tersebut, dalam posedur pembayaran yaitu 
dengan membayar uang bulanan sebesar ± Rp 800.000 setelah melakukan 
pembayaran kedua belah pihak saling rela, dan pihak pemilik memberikan 
kunci kamar juga bukti kwitansi pembayaran pertamanya 
  Sedangkan jika dilihat dari segi akad, pada hakikatnya perjanjian 
tersebut dianggap sah (Sahi ̄h) dengan adanya Ijab Qabu ̅l. Akad sendiri 
menurut bahasa berarti ikatan, sedangkan menurut istilah akad berarti 
suatu ikatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. 
Perjanjian sewa berlangsung dengan adanya kerelaan hati dan jiwa yang 
tidak diketahui orang lain lantaran tersembunyi. Karena itu syari’at 
menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan di dalam hati dan 
jiwamu. Dalam pengambilan denda pada sewa rumah indekos ini tidak 
adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak serta tidak 
diberitahukannya peraturan-peraturan dalam menyewa, hanya saja denda 
itu berlangsung ketika penyewa terlambat membayar uang sewa bulanan 
 



































dan pihak penyewa pertama-tama mengingatkannya tapi jika penyewa 
tetap belum membayar uang sewa maka pemilik sewa memberikan denda 
kepada si penyewa berupa uang sebesar ± Rp 20.000 per minggu. 
Denda disini terjadi ketika beberapa bulan setelah si penyewa 
(musta’jir) menempati kamar dan ketika itu pula penyewa (musta’jir) 
melakukan kesalahan, maksudnya telah melampaui jatuh tempo sewa 
dikarenkan ada sebab-sebab tertentu seperti belum adanya uang untuk 
membayar di karenakan pada waktu itu pengeluaran keluarga sangat 
banyak atau kesulitan ekonomi. Tetapi pemilik tidak memperdulikan hal 
itu untuk alasan melampaui jatuh tempo pembayaran sewa. 
Menurut jumhur ulama rukun Ija̅rah ada empa, yaitut: 
1. Pihak yang berakad, terdiri dari ̅ajir  (pemilik) dan musta’jir 
(penyewa)  
2. Sighat akad, adanya Ijab Qab ̅ul (serah terima) dari kedua belah 
pihak 
3. Ujrah (upah) yang disepakati 
4. Objek sewa berupa barang atau sesuatu yang bermanfaat 
Objek atau barang yang disewakan diharuskan memenuhi beberapa 
syarat sebagai berikut: 
1. Hendaknya barang yang menjadi objek yang dapat dimanfaatkan 
kegunaannya 
2. Benda yang menjadi objek sewa serta upah yang dapat diserahan 
langsung kepada penyewa 
 



































3. Manfaat dari benda harus jelas 
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)nya hingga 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Adapun dalam 
terbentuknya akad diatas, kedua pihak yang berakad disyaratkan 
berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan , 
serta baligh. 
Kedua pihak harus saling ridha (rela) dalam melakukan perjanjian sewa, 
tidak adanya unsur paksaan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah 
SWT dalam Surat an-nisa ayat 29yang menerangkan tentang keridhoan 
dari kedua belah pihak, yang berbunyi: 
ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإَلَّ  ا الَِّذينا آاماُنوا َلا َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ ٍ  ِمنْ َيا أاي ُّها َاْن ت اَاا ااَاً   ُكْم  أاْن تاُكونا ِِ
ا  واَلا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم ِإنَّ اَّللَّا كاانا ِبُكْم َاِحيم 
Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengn jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah SWT adalah 
Maha penyayang kepadamu.”7 
 Tafsir ayat ini menerangkan tentang haramnya memakan harta 
yang batil atau segala cara yang melanggar aturan syari’at dengan 
mengambil harta orang lain tanpa memberikan gantinya.8 Maksud dari 
terjemahan diatas ialah larangan untuk saling memakan harta sesama 
dengan cara yang bathil (tidak benar), di dalam hal perdagangan kita 
                                                          
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 153. 
8 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 59. 
 



































diperbolehkannya suatu perdagangan atas dasar suka sama suka, tidak 
adanya pihak yang merasa tertekan. 
 Ayat ini menerangkan bahwasanya perjanjian (akad) sewa 
menyewa dipandang Sah (Sah ̄ih) apabila terdapat keridhoan antara kedua 
belah pihak serta kecakapan hukum dari pihak penyewa serta sifat suka 
sama suka antara pihak penyewa (musta’jir) dan pihak pemilik sewa (al-
‘a ̄jir). Jika dari salah satu pihak tidak mencakup dari adanya syarat dan 
rukun (ija ̄rah ) sewa menyewa tersebut maka hal seperti itu dianggap 
belum sah atau tidak sah ̄ih. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw 
 ماْطُل اْلغاِنِِ ظُْلم  
“Menunda-nunda (pembayaran) bagi orang yang mampu adalah suatu 
kedzaliman”  
Maksud dari Hadits tersebut ialah bagi seorang penyewa yang 
mampu maka diwajibkannya untuk segera membayar atau melunasi 
kewajibannya tersebut.  
Dengan demikian menurut saya, akad sewa yang terjadi di Dukuh 
Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya sudah sesuai, dikarenakan 
pelaksanaan denda dalam akad sewa rumah indekos sebagai denda 
kedisiplinan. Hal ini bertujuan agar si penyewa disiplin dan memiliki rasa 
tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai penyewa.  
Ketentuan denda yang muncul pada akad sewa rumah indekos di 
dukuh pandugo ini antara lain: 
 



































1. Denda keterlambatan pembayaran setiap bulan, yang melebihi jatuh 
tempo pada awal perjanjian 
2. Besaran denda yang diberlakukan adalah sebesar Rp. 20.000,- per 
minggu. Adapun tujuan di adakannya denda tersebut yaitu agar 
penyewa lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam 
membayar biaya sewa tepat waktu  
Pelaksanaan denda pada akad sewa rumah indekos di dukuh 
pandugo kecamatan rugkut Surabaya ini merupakan salah satu jenis dari 
hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang 
ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan 
maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian 
hukumannya belum ada. 
Penerapan denda ini tergolong al-ta’zir li al-maslah{ah al-‘a>mmah 
(ta’zir untuk kemaslahatan umum). Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada 
prinsip jarimah ta’zir tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat 
maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa 
(hakim) menetapkan bentuk jarimah ta’zir lain apabila kemaslahatan 
umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah ta’zir 
yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri 
bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. 
Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan 
terhadap kepentinga, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan 
 



































negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak 
penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan 
itu termasuk kategori ta’zir. 
Sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa denda ini 
merupakan keputusan sepihak oleh pihak pemilik sewa. Dikarenakan 
dalam akad ini menganut prinsip kebebasan dalam berakad, sehingga 
timbul rasa ridha diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, sesuai 
penjelasan di atas bahwa status denda bagi si penyewa dalam praktiknya 
diperbolehkan. Dikarenakan penerapan denda ini bertujuan untuk 
menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang 
melakukan pembiayaan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh: 
 
Artinya:”Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.9 
Berdasarkan uraian di atas, maka praktik pelaksanaan 
pengambilan besaran denda pada akad sewa rumah indekos di dukuh 
pandugo surabaya dibolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip Islam. 
                                                          
9 Muchlis Usman, Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah cet II. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 
2002), 143. 
 





































Setelah penulis menganalisis terjadinya akad sewa rumah indekos di 
Dukuh Pandugo, Surabaya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik penerapan akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo 
Kecamatan Rungkut Surabaya. Pada penerapan  sewa  menyewa  (Ijārah) 
akad yang dilakukan sudah memadai dengan aturan hukum Islam yaitu 
dengan adanya pemberi sewa (al-‘āqid) dan penyewa (musta’jir), adanya 
Shighat akad (Ijab Qabūl), manfaat dari barang dan upah (ujrah). 
Dengan adanya syarat dan rukun dalam akad sewa menyewa (ijārah) 
atau dalam hal ini praktik penerepan tersebut sudah dianggap sah atau 
shahih. Praktik penerepan tersebut dikatakan sudah memadai sebab 
setelah terjadi Ijab Qabūl dan upah (ujrah) pihak pemilik langsung 
memberikan bukti berupa kwitansi bahwa perjanjian sewa menyewa 
(Ijārah) tersebut sudah sah. 
2. Usaha persewaan rumah indekos adalah usaha sewa rumah indekos bagi 
keluarga yang memperlukan penginapan di daerah Pandugo kecamatan 
Rungkut Surabaya, harga sewa rumah indekos tersebut adalah Rp ± 
850.000,- sebulan. Pada persewaan ini, terdapat praktik penarikan denda 
yang diberlakukan oleh pihak persewaan kepada penyewa apabila si 
penyewa lalai dalam pembayaran setiap bulan tersebut, denda tersebut 
sebesar Rp 20.000,- per minggu. Namun, pada penarikan denda tersebut 
tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak pemilik dengan 
 



































penyewa, hanya saja pihak pemilik menarik denda kepada penyewa 
ketika penyewa terlambat membayar biaya sewa. 
B. Saran 
Setelah penulis melakukan analisis tentang adanya pelaksanaan 
denda dalam akad sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo, Surabaya. 
Maka dari itu penulis tidak lupa untuk menyampaikan serta 
memberikan saran agar dapat di manfaatkan bagi seluruh pihak. 
1. Pemilik sewa rumah indekos seharusnya tidak menggunakan 
pendekatan denda, melainkan pendekatan biaya, agar kesannya 
dalam perjanjian (akad) sewa rumah indekos di Dukuh Pandugo 
Surabaya ini seharusnya di awal perjanjian sesudah di 
beritahukan atau sudah jadi kesepakatan kedua belah pihak, 
agar tidak adanya kesalah fahaman. 
2. Untuk masyarakat di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut 
Surabaya terutama yang menyediakan sewa rumah indekos agar 
memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada si penyewa 
tentang pengambilan denda ketika terlambat membayar biaya 
sewa, seta mempunyai sifat saling tolong menolong (tāa’wun) 
antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Sebab hal ini 
sangat penting dalam kontek sewa menyewa. 
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